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PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kedua kiri) bersama anggota DKPP I Dewa Kade 
Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo (kanan), dan J Kristiadi (kiri) saat sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terkait dengan manipulasi hasil verifikasi 
faktual parpol Pemilu 2024 di Jakarta, kemarin. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan 
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
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DEWAN Kehormatan 
Penyelenggara Pe­
milu (DKPP) memu­
tuskan tidak men­

jatuhkan sanksi terhadap komi­
sioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) RI Idham Holik terkait 
dengan dugaan intimidasi ter­
hadap anggota KPU Kabupaten 

Sangihe Jeck Stephen Seba.
“Terungkap fakta, dalam 

sidang pemeriksaan disampai­
kan teradu 10 (Idham) dengan 
suasana candaan, tidak ada 
niat untuk mengancam atau 
mengintimidasi KPU se-Indo­
nesia,” tutur anggota majelis 
DKPP Ratna Dewi Pettalolo da­
lam sidang putusan, kemarin. 

Dari penjelasannya, Ratna 
mengemukakan Idham se­

ngaja menyampaikan hal ter­
sebut agar seluruh jajaran KPU 
dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan perundang-un­
dangan untuk menghindari 
kesalahan yang bersifat sub­
stansi ataupun administrasi.  

“Tindakan teradu dapat 
dibenarkan, tapi DKPP perlu 
mengingatkan agar (Idham) le­
bih hati-hati dan cermat dalam 
memilih diksi dalam komuni­
kasi publik. DKPP berpendapat 
dalil aduan pengadu tidak 
terbukti dan jawaban teradu 
10 meyakinkan DKPP. Teradu 
10 tidak terbukti melanggar 
kode etik,” tambahnya. 

DKPP juga membacakan 
putusan dugaan kecurangan 
proses verifikasi faktual di 
Kabupaten Sangihe, Sulawesi 

Utara. Sembilan teradu lain 
di samping Idham, antara 
lain ketua dan anggota KPU 
Sulawesi Utara Meidy Yafeth 
Tinangon, Salman Saelangi, 
dan Lanny Anggriany Ointu, 
Sekretaris KPU Sulawesi Utara 
Lucky Firnando Majanto.

Berikutnya, Kabag Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu, Par­
tisipasi, Hubungan Masyara­
kat, Hukum, dan SDM KPU Su­
lawesi Utara Carles Worotitjan, 
ketua dan anggota KPU Kabu­
paten Sangihe Elysee Philby Si­
nadia, Tomy Mamuaya, Iklam 
Patonaung, serta Jelly Kantu 
selaku Kasubbag Teknis dan 
Hubungan Partisipasi Masya­
rakat KPU Kabupaten Sangihe.

Anggota majelis DKPP J Kris­
tiadi mengungkapkan dugaan 

intimidasi yang dilakukan 
teradu satu hingga tiga, ya­
itu Meidy Yafeth Tinangon, 
Salman Saelangi, dan Lanny 
Anggriany Ointu tak terbukti. 

“DKPP menilai dugaan in­
timidasi teradu 1, 2, 3 tidak 
didukung alat bukti yang re­
levan. Tindakan 1, 2, 3 dapat 
dibenarkan menurut hukum 
dan etika penyelenggara pemi­
lu,” Papar Kristiadi. 

Kemudian, teradu empat 
dan lima, yakni Lucky Fir­
nando Majanto dan Carles Y 
Worotitjan, dijatuhi sanksi 
peringatan oleh DKPP.  Lalu, 
DKPP menjatuhkan sanksi per­
ingatan keras terhadap teradu 
enam Elysee Philby Sinadia, 
tujuh (Tomy Mamuaya), dan 
delapan (Iklam Patonaung). 

Terakhir, DKPP memberi 
sanksi pemberhentian tetap 
dari jabatan kepada teradu sem­
bilan, yaitu Jelly Kantu selaku 
Kasubbag Teknis dan Hubungan 
Partisipasi Masyarakat KPU Ka­
bupaten Kepulauan Sangihe. 

Kecewa
Hadar Nafis Gumay dari 

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal 
Pemilu Bersih kecewa terha­
dap keputusan DKPP.

“Kemudian kami berpan­
dangan bahwa DKPP telah 
gagal untuk mengembalikan 
penyelenggara itu kepada 
orang-orang yang memang 
sebetulnya masih berpegang 
pada integritas,” ujar Hadar.

Menurut Hadar, pihaknya 
menerima keputusan dari DKPP. 

Namun, DKPP dianggap tidak 
serius dalam mencari tahu dan 
mengulik bukti yang sudah di­
berikan. “Apakah mereka patuh 
kepada etika atau tidak? Nah, 
tidak sampai di sana. Kemudian, 
giliran penjatuhan sanksi, ter­
lihat sekali sangat dibatasi ke­
pada mereka yang melakukan 
kerja dari perubahan data ini.” 

Menurut Hadar, DKPP seolah 
membatasi diri dan seakan 
mau melindungi pimpinan KPU 
yang dinilai merupakan otak 
kecurangan.  Pasalnya, sanksi 
terberat ialah pemberhentian 
jabatan terhadap kasubbag di 
tingkat kabupaten. “Menurut 
saya, ini hanya dikorbankan. 
Padahal, yang seharusnya kena 
hukuman ialah yang memerin­
tah,” ucapnya. (P-1)

Karena hanya Candaan, Idham Holik Selamat
Idham sengaja menyampaikan hal 
tersebut agar seluruh jajaran KPU 
dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan perundang-undangan untuk 
menghindari kesalahan yang bersifat 
substansi ataupun administrasi.

KASUS Partai Rakyat Adil Mak­
mur (Prima) yang mengajukan 
sengketa ke Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Pusat kembali diso­
rot. Tindak lanjut yang tidak 
tegas bakal berimplikasi buruk. 

“Kegelisahan terbesarnya 
nanti pada tahap berikutnya 
ada sengketa administrasi 
lagi, pengadilan negeri kita 
tarik ke rezim pemilu (pemi­
lihan umum),” kata Direktur 
Jenderal Politik dan Pemerin­
tahan Umum Kementerian 
Dalam Negeri Bahtiar dalam 
rapat kerja dengan Komisi II 

DPR di kompleks parlemen, 
Jakarta Pusat, kemarin.

Bahtiar mengatakan per­
nyataan itu merupakan pan­
dangan pribadi. Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
sudah menyatakan meng­
hormati putusan PN Jakarta 
Pusat. “Namun, saya salah 
satu bagian dari pemerintah 
pembentuk undang-undang 
pemilu agak gelisah juga me­
lihat proses ini karena akan 
berdampak pada tahap-tahap 
berikutnya,” ujar dia.

Bahtiar mengatakan seng­

keta terkait dengan pemilu 
sudah ada koridornya, yakni 
di Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Badan Pengawas Pemi­
lu (Bawaslu), Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN), dan 
Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau pengadilan negeri 
ditarik pada tahap berikutnya, 
bayangkan ujungnya proses 
pemilu seperti apa,” papar dia.

Sebelum mengajukan gu­
gatan perdata di PN Jakarta 
Pusat, Prima pernah meng­
gunakan jalur Bawaslu dan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta supaya 
dapat berkontestasi dalam 
Pemilu 2024. Namun, kedua 
upaya itu gagal.

Diloloskannya Prima dalam 
tahap verifikasi administrasi 
(vermin) menunjukkan keti­
dakcermatan kinerja KPU se­
belumnya sebab Prima harus 
melewati berbagai macam 
jalur hukum sebelum akhir­
nya KPU memverifikasi ulang.

Dengan lolosnya Prima di 
tahap vermin, KPU melanjut­
kan tahapan ke proses verifi­
kasi faktual atau verfak sebelum 
nantinya menetapkan nasib 
Prima pada 21 April. Pakar hu­
kum kepemiluan dari Univer­
sitas Indonesia, Titi Anggraini, 
berpendapat, keputusan KPU 
tersebut menunjukkan ada ma­

salah dalam proses vermin se­
belumnya. “Terutama saat KPU 
menindaklanjuti putusan Ba­
waslu di bulan November 2022 
yang memberikan kesempatan 
perbaikan administrasi kepada 
Prima,” kata Titi, Sabtu (1/4).

Menurutnya, kerja-kerja 
tidak cermat dan kurang pro­
fesional yang dilakukan KPU 
dapat memberi celah pada 
masalah hukum yang mem­
buat penyelenggara pemilu 
jadi tidak tertib dan tidak 
berkualitas. Hal itu, lanjut 
Titi, dapat berdampak juga 
pada kepercayaan publik dan 
kerugian negara. “Yang harus 
menanggung biaya berlipat 
untuk melakukan pekerjaan 
yang semestinya tuntas sesuai 
dengan jadwal.” (Teo/Tri/P-1)

Salah Kamar, Proses Hukum 
Pemilu Dikhawatirkan Bablas

KETUA DPP PDI Perjuangan 
Said Abdullah menepis pi­
haknya tak diajak dan diting­
gal soal pembentukan ko­
alisi besar yang merupakan 
gabungan dari Koalisi Indo­
nesia Bersatu (KIB) dan Koalisi 
Kebangkitan Indonesia Raya 
(KIR) untuk Pemilu 2024.

“Tidak ada yang mening­
galkan PDI Perjuangan ka­
rena faktanya PDI Perjuangan 
diundang kok. Jadi, jangan­
lah bahasa-bahasa (seperti 
itu),” kata Said di kompleks 
parlemen, Senayan, Jakarta, 
kemarin.

Dia menjelaskan Ketua 
Umum PDI Perjuangan Mega­
wati Soekarnoputri tidak ha­
dir dalam acara silaturahim 
Ramadan di Kantor DPP PAN 
Jakarta pada Minggu (2/4) 
karena sedang berada di luar 
negeri. Namun, sejumlah 
ketua umum partai politik 
anggota KIB dan KIR pun ha­
dir pada acara yang digelar 
PAN tersebut.

“Kami tidak hadir karena 
memang tidak di tempat 
dan itu diumumkan Ketua 
Umum (PAN Zulkfili Hasan). 
Kenapa kami harus bersikap 
minor.”

Menurut Said, PDI Perjuang­
an menilai acara silaturahim 
Ramadan itu sebagai sesuatu 
yang positif. Dia pun menilai 
rencana membentuk koalisi 
besar, seperti yang dibahas 
dalam pertemuan itu, meru­
pakan hal baik dan wajar. 
Pembentukan koalisi besar 
itu bergantung pada jalannya 
dinamika dalam pertemuan 
tersebut.

“Pastilah, namanya perte­
muan buka bersama, kemu­
dian muncul gagasan pikiran 
untuk membentuk koalisi 
bersama. Apakah gagasan pi­
kiran itu kemudian dijadikan 
sebuah konsep besar untuk 
menjadi sebuah koalisi besar 
bagi kepentingan bangsa dan 
negara, itu sah dan bagus 
sekali.”

Zulkifli tidak menampik 
wacana koalisi besar yang 
belakangan banyak dibicara­
kan. “Saudara-saudara lihat, 
kompak (dan) harmonis kami 
tadi. Nanti tentu ada diskusi 
lanjutan mengenai koalisi 
besar.”

Menurutnya, pembicaraan 
mengenai koalisi besar itu ma­
sih memiliki banyak waktu, 
termasuk soal pemilihan calon 
presiden (capres) yang akan 
diusung. “Capresnya bagai­
mana, itu ada perjalanannya, 
ada waktunya,” ujar Zulhas. 

Ketua Umum Partai Ger­
indra Prabowo Subianto juga 
memberi tanggapan senada. 
Menurutnya, ada kesamaan 
pemikiran antara Gerindra 
dan parpol-parpol yang hadir 
dalam acara silaturahim ter­
sebut. “Jadi, kita merasakan 
ada frekuensi yang sama, ada 
kecocokan, dan kalau dilihat 
dari pimpinan partai, kita su­
dah masuk timnya Pak Jokowi 
semua sekarang.” (Ant/P-1)

Koalisi Besar akan Terbentuk 
PDIP Bisa Sendirian

MI/SUSANTO

BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES: Ketua majelis 
hakim Saldi Isra didampingi hakim konstitusi Manahan MP 
Sitompul (kanan) bersiap memimpin sidang uji materi UU 
No 7/2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta, kemarin. 
Partai Solidaritas Indonesia selaku pemohon mengajukan 
permohonan uji materi terkait dengan persyaratan batas usia 
capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 
7/2017 tentang Pemilu.

PEMILU 2024 SELASA, 4 APRIL 2023 3

6 Desember 2022-25 November 2023
Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah

24 April-25 November 2023
Pencalonan DPR dan DPRD

19 Oktober-25 November 2023
Pencalonan presiden dan wakil presiden

28 November 2023-10 Februari 2024
Masa kampanye pemilu

11-13 Februari 2024 
Masa tenang

14 Februari 2024
Pemungutan suara

15 Februari-20 Maret 2024
Rekapitulasi hasil 
pemungutan suara

20 Oktober 2024
Pengucapan sumpah 
atau janji presiden 
dan wakil presiden

Jadwal dan Tahapan 
Pemilu Serentak 2024

Sumber: KPU

315 
Hari

Jelang 
pemungutan suara


